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KATA PENGANTAR

Assalaamu ‘alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh
Salam sejahtera bagi kita semua

Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu Wa Ta’ala,
Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya atas perkenan-Nya Buku Risalah Perubahan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945)
dapat disempurnakan dan diterbitkan kembali.

Risalah merupakan salah satu dokumen resmi persidangan. Sesuai dengan
Peraturan Tata Tertib MPR, “untuk setiap sidang atau rapat harus dibuat risalah, yakni
laporan tertulis dan rekaman, yang selain memuat pengumuman dan pembicaraan
yang dilakukan dalam rapat, juga memuat antara lain tempat, acara, waktu, pembicara,
serta pendapat peserta dalam sidang atau rapat.”

Sebagaimana penugasan yang tertuang dalam Keputusan Pimpinan MPR Nomor
9/PIMP./2010 tentang Pembentukan Tim Penyempurnaan Buku Risalah Perubahan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Buku Risalah ini
merupakan hasil penyempurnaan redaksional terhadap Buku Risalah Perubahan UUD
NRI Tahun 1945 yang telah diterbitkan MPR pada tahun 2008.

Penyempurnaan buku Risalah tahun 1999 sampai dengan tahun 2002
merupakan upaya sirategis dalam rangka memberikan informasi yang luas kepada
masyarakat dan sekaligus sebagai dokumen sejarah mengenai proses perubahan UUD
NRI Tahun 1945. Oleh karena itu, Risalah ini juga merupakan bagian dari upaya
mensosialisasikan UUD NRI Tahun 1945 kepada segenap komponen bangsa. Hal ini
sejalan dengan komitmen Pimpinan MPR untuk mensosialisasikan empat pilar
kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, Negara
Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.

Untuk itu, dengan diterbitkannya kembali Buku Risalah Perubahan UUD NRI
Tahun 1945, minimal secara representatif, dapat lebih memudahkan masyarakat dalam
menggali informasi dan gambaran tentang latar belakang dan proses perubahan UUD
NRI Tahun 1945 sehingga masyarakat dapat memahaminya secara komprehensif.
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Akhirnya, semoga Buku ini dapat membawa manfaat bagi seluruh penyelenggara
negara dan masyarakat dalam melaksanakan kehidupan berbangsa dan bernegara
berdasarkan norma yang terdapat dalam UUD NRI Tahun 1945.

Wassalaamu ‘alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh.

Jakarta, November 2010
SEKRETARIS JENDERAL,

T

Drs. EDDIE SIREGAR, M.Si.
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SAMBUTAN
PIMPINAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA PERIODE 2009-2014

Assalaamu ‘alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh

Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD
NRI Tahun 1945]), Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan Bhinneka Tunggal
Ika merupakan seperangkat nilai dan norma yang diyakini mampu mengantarkan
bangsa untuk mewujudkan peradaban Indonesia modern. Keempatnya, kini popular
disebut sebagai empat pilar utama bangsa, merupakan konsensus nasional yang
berhasil diraih bangsa Indonesia dalam usaha menyatukan berbagai keberbedaan dan
mengelola kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Pancasila sebagai dasar negara telah diterima sebagai ideologi nasional yang
mengayomi berbagai perbedaan aliran dan paham. UUD NRI Tahun 1945 adalah
konstitusi Indonesia yang harus ditegakkan, karena selain memuat norma-norma
fundamental penjelas Pancasila, juga berisi pernyataan kemerdekaan Indonesia, cita-
cita dan tujuan nasional, serta mengurai dasar negara Pancasila itu sendiri. NKRI juga
sudah final yang keutuhan dan kedaulatannya tidak dapat dikompromikan. Demikian
pula slogan Bhinneka Tunggal Ika harus terus diaktualisasikan di tengah kehidupan
yang mudah dilanda ketegangan karena keragaman suku, agama, bahasa, dan budaya.

Kini disadari bahwa keempat pilar utama bangsa tersebut belum sepenuhnya
terwujud dalam kehidupan nyata Sebagian karena terkait rendahnya kesadaran
masyarakat akan pentingnya budaya sadar hukum dan budaya sadar berkonstitusi.
Sebagian yang lain karena adanya tantangan kesenjangan ekonomi, ketegangan
kepentingan, dan perbenturan nilai yang terus meningkat seiring perkembangan
globalisasi. Tantangan-tantangan itu kini tengah datang menggoyahkan pilar-pilar
kebangsaan kita. Karena itu sosialisasi empat pilar utama bangsa menjadi penting dan
mendesak dilakukan untuk menumbuhkan kembali kesadaraan dan pemahaman
masyarakat tentang landasan dan kerangka ideologis, konstitutif, serta prinsip-prinsip
yang seharusnya menjadi rujukan dalam menata kehidupan berbangsa dan bernegara.
Masyarakat juga perlu terus menerus diingatkan dengan cara hidup yang menghargai
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perbedaan, dengan menumbuhkan kesadaran bahwa kemajemukan adalah milik
bangsa dan merupakan kekayaan yang wajib dijaga.

KKk

Perubahan UUD NRI Tahun 1945 merupakan momentum penting dalam sejarah
perjalanan bangsa Indonesia. Perubahan ini merupakan manifestasi dari kehendak
kolektif bangsa dalam mewujudkan konstitusi Indonesia yang memungkinkan
terlaksananya penyelenggaraan negara yang demokratis, modern, sejahtera, dan
bermartabat.

Dalam melakukan perubahan konstitusi, MPR memperhatikan keragaman paham
dan pemikiran yang berkembang dalam masyarakat, dimana saat itu terdapat tiga
kelompok yang mempunyai pandangan yang berbeda. Kelompok pertama
menghendaki tidak perlu ada perubahan atau tetap mempertahankan UUD NRI Tahun
1945. Kelompok kedua yang menghendaki perubahan yang disesuaikan dengan
perkembangan, tetapi tetap mempertahankan nilai-nilai sejarah yang masih dianggap
relevan. Kelompok ketiga yang menginginkan agar dibentuk konstitusi yang sama
sekali baru.

MPR sebagai lembaga yang mencerminkan keterwakilan rakyat dan daerah, yang
keanggotaannya terdiri dari Anggota DPR dan Anggota DPD, terus mengembangkan
peran dalam perumusan arah kebijakan pembangunan karakter bangsa dan
pembangunan nasional yang terencana, terukur, dan berkesinambungan, sehingga
penyelenggaraan pembangunan nasional dapat lebih terarah dalam mewujudkan
tujuan nasional sebagaimana dirumuskan dalam Ketetapan MPR Nomor VII/MPR /2001
tentang Visi Indonesia Masa Depan.

Sesuai ketentuan Pasal 15 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 27 Tahun
2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, salah satu tugas Pimpinan
MPR adalah mengoordinasikan Anggota MPR untuk memasyarakatkan UUD NRI Tahun
1945. Tugas tersebut diimplementasikan dengan mensosialisasikan 4 (empat) pilar
utama bangsa kepada masyarakat luas. Komitmen Pimpinan MPR untuk memperluas
jangkauan sosialisasi empat pilar diwujudkan dengan memadukan berbagai bentuk
kegiatan, antara lain Cerdas Cermat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945, seminar, diskusi kelompok terfokus (focus group discussion), pelatihan
untuk pelatih (training of trainers), dialog interaktif melalui TVRI, sosialisasi melalui
media cetak, sosialisasi langsung kepada kelompok-kelompok masyarakat, serta
dengan penerbitan berbagai buku, jurnal dan majalah secara online maupun offline.

KKk

Penerbitan kembali buku risalah Perubahan UUD NRI Tahun 1945 dengan edisi
yang disempurnakan ini dimaksudkan untuk lebih memudahkan masyarakat dalam
memahami konstitusi secara komprehensif. Buku ini memuat informasi penting yang
memungkinkan para pembaca mengetahui latar belakang dan pemikiran-pemikiran
yang berkembang terkait dengan pembahasan materi-materi perubahan konstitusi.
Buku ini juga dilengkapi catatan-catatan penting tentang waktu, proses pembahasan,
kesepakatan-kesepakatan, dan hasil akhir Perubahan UUD NRI Tahun 1945 yang
dilakukan MPR pada tahun 1999 sampai dengan tahun 2002.
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Dengan tersusunnya buku risalah ini, Pimpinan MPR mengucapkan terima kasih
dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Tim Penyempurnaan Buku Risalah
Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah
bekerja keras dan Sekretariat Jenderal MPR yang telah memberikan dukungan yang
maksimal hingga terbitnya buku ini. Semoga Allah Subhanahu Wata’ala, Tuhan Yang
Maha Esa, senantiasa memberikan ridho-Nya kepada kita semua.

Semoga penerbitan buku risalah persidangan MPR tentang Perubahan UUD NRI
Tahun 1945 ini dapat memberikan manfaat, dan menginspirasi seluruh komponen
bangsa dalam menjalankan peran dan tugas konstitusionalnya, guna mewujudkan
Indonesia yang modern, sejahtera, adil, dan bermartabat.

Wassalaamu ‘alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh.

Jakarta, Desember 2010

PIMPINAN MPR

Ketua,

H. M. TAUFIQ KIEMAS

Wakil Ketua,
. (‘&S @L
S N
Drs. HAJRIYANTO Y. THOHARI, M.A HJ). MELANI LEIMENA SUHARLI
Wakil Ketua, Wakil Ketua,
Cme —
DR. AHMAD FARHAN HAMID, M.S. LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN
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RISALAH RAPAT PANITIA AD HOC1 DAN RAPAT TIM KECIL PAH |,
18 SEPTEMBER - 10 OKTOBER 2001

1. RAPAT KE-31 PANITIA AD HOC1 BADAN PEKERJA MPR RI

1. Hari :  Selasa
2. Tangagl : 18 september 2001
3. Waktu : 10.00 WIB - 15.40 WIB
4, Temymal :  Huanp GBHN
5. Pimpinan PAHI : - Drs. Jakob Tobing, MPA (Ketua)
- H. Harun Kamil, S.H. (Wakil Ketua)
- Drs. H. Slamet Effendy Yusuf, M.Si.
(Wakil Ketua)
- Drs. Ali Masywur Matsa, M.Si. | Sekrotare)
6. Ketua jimoat : Harun hamil, S.H.
7. Sekretaris [aput :  Siti Fangiairn S.E.
8. Acara : a. Pembahasan mengenai Dewan Pertimbangan
Agung
b. Pembahasan mengenai Kementerian lvegara
9. Hadir 1 34omng
10. Tidak hadir : 13 orang
JALANNYA RAPAT :

RAPAT DIBUKA PUKUL 10.35 WIB

1. Ketua Rapat: Harun Kamil

Assalaamu ‘alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Ibu, Bapak, dan Saudara-Saudara sekalian, marilah kita buka Rapat Pleno Panitia
Ad Hoc 1 Badan Pekerja Majelis Permusyawaratan Rakyat yang kita selenggarakan pada
pagi hari ini.

Sesuai dengan kesepakatan kita kalau sampai pukul 10.30 WIB belum terkumpul
semuanya tetap kita akan jalan. Di daftar absen sekarang baru 13 orang yang hadir dan
fraksinya ada enam. Oleh karena itu rapat resmi dibuka dan terbuka untuk umum.

KETOK 1X

Jadi kalau sudah jam 10.30 WIB tidak pakai kuorum lagi. Bapak, Ibu dan Saudara
sekalian, kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Ibu dan Bapak-Bapak pada rapat
pleno yang diselenggarakan, Rapat Pleno Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja MPR yang
diselenggarakan pada pagi hari ini.

Sekarang kita memasuki Bab IV tentang Dewan Pertimbangan Agung. Jadi
mengenai Dewan Pertimbangan Agung ini ada dua pendapat. Pertama, ada yang tetap
mempertahankan keberadaannya dan ada yang minta dihapus. Sedangkan yang
dihapus minta diganti bahwa Presiden bisa membentuk badan penasihat yang bertugas
memberikan pertimbangan kepada Presiden sesuai dengan kebutuhan menurut
ketentuan yang ditetapkan oleh undang-undang.

Perubahan UUD 1945 1



Sedangkan yang tetap mempertahankan adalah termasuk Tim Ahli di sini, ikut
mempertahankan keberadaan Dewan Pertimbangan Agung dengan berbagai
pertimbangan bahwa di negara-negara lain juga yang namanya dewan penasihat itu
selalu ada. Cuma tentang fungsi, peran dan siapa yang mengangkat ini, ini yang tentu
berbeda-beda.

Kalau draf dari Badan Pekerja di dalam Pasal 16, Dewan Pertimbangan Agung
terdiri para anggota yang dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat atas dasar integritas
pribadi, wawasan kebangsaan, ketokohan dalam masyarakat serta sejarah
pengabdiannya kepada negara dan bangsa.

Sedangkan tugasnya menurut Pasal 16A adalah kewajiban memberikan jawaban
atas pertanyaan Presiden dan berhak mengajukan usul kepada Presiden dalam
mengatasi masalah-masalah kenegaraan. Sedangkan susunan kedudukan Dewan
Pertimbangan Agung ditetapkan dengan undang-undang.

Sementara Tim Ahli lebih menekankan kepada fungsi, bahwa fungsi
kepenasihatan dilaksanakan oleh Dewan Pertimbangan Agung yang ditetapkan oleh
Presiden dan mendapat pertimbangan dari Dewan Perwakilan Rakyat. Kemudian
pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Agung dilakukan oleh antara
dewan sendiri dan ditetapkan oleh Presiden. Sedangkan kewajiban dewan adalah
memberikan pertimbangan kepada Presiden baik yang diminta maupun tidak, juga
memberikan pertimbangan terhadap RUU yang diusulkan oleh pemerintah, dan
Presiden berkewajiban mempertimbangkan nasihat dari dewan.

Jadi ini ya, yang dipertanyakan selama ini sejauh mana efektifitas nasihat yang
diberikan oleh Dewan Pertimbangan Agung. Sejauh mana Presiden mendengarkan
saran dan pendapat dari Dewan Pertimbangan Agung, sedangkan susunan kedudukan
Dewan Pertimbangan Agung diatur lebih lanjut oleh undang-undang.

2. Pembicara : Agun Gunandjar Sudarsa (F-PG)

Pak Ketua.

Saya interupsi dahulu mungkin Pak Ketua. Ini di luar anggota masih tersedia stok
cukup banyak, tetapi daripada dia tidak bermanfaat ya, Sekretariat diminta
menghadirkan.

3. KetuaRapat: Harun Kamil

Baru saja saya kasih tahu dan diminta masuk, terima kasih Pak Agun. Untuk itu
kami berikan kesempatan kepada Rekan-Rekan untuk memberikan pendapatnya,
mudah-mudahan bisa dipertemukan tentang masalah Dewan Pertimbangan Agung ini.
Kita akan buka putaran pertama dan seperti kesepakatan kita setelah dua kali sesi baru
kita pindah ke bab atau pasal berikutnya.

Kita buka sesi pertama, Pak Affandi, Hatta, Andi, Patrialis Akbar, Pak Zain, Zacky,
ya, baik mau daftar, Pak Amidhan, kami persilakan kepada Pak Affandi.

4. Pembicara : Affandi (F-TNI/Polri)

Bismillaahirrahmaanirrahiim.

Assalaamu “alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Salam sejahtera dan selamat pagi, Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu yang kami muliakan,
Bapak Pimpinan yang terhormat.

Singkat saja dari kami berkenaan dengan Dewan Pertimbangan Agung ini Fraksi
TNI/Polri setuju heading judul Dewan Pertimbangan Agung itu dihapus. Prinsipnya dan
substansinya sebagai kepenasihatan Presiden masuk dalam Bab III Kekuasaan
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Pemerintahan Negara dengan rumusan seperti yang disiapkan oleh Badan Pekerja pada
rancangan perubahan lampiran Tap MPR Nomor IX ini. Jadi, judul dihapus tapi masuk
ke dalam Bab III yang intinya adalah kelembagaan kepenasihatan Presiden. Alasannya
adalah sebagai berikut, bahwa dihapuskannya Dewan Pertimbangan Agung sebagai
lembaga tinggi negara ini agar tidak membuat rancu struktur dalam pemerintahan
negara.

Kemudian kedua, memberi keleluasaan Presiden untuk membentuk badan
kepenasihatan.

Yang Ketiga, memberi ketegasan, sehingga Presiden tidak ragu untuk membentuk
dan jelas pembinaannya, pengelolaannya, termasuk pendanaannya.

Yang keempat, substansi pengaturan bisa masuk ke dalam Undang-Undang
Kepresidenan. Kemudian alasan selanjutnya bila tidak dibentuk maka akan
menimbulkan, yang pertama Presiden dalam bentuk tim penasihatnya akan kurang
terkontrol oleh aturan kalau tidak ditegaskan, kemudian juga pembinaannya tidak
jelas, pembentukannya, SOP-nya, sarana dan prasarana dan dukungan-dukungannya.

Kemungkinan dulu pada awal kemerdekaan karena Presiden pertama kali. Jadi,
diadakan itu dipandang perlu, oleh karena belum ada pengalaman-pengalaman
Presiden sebelumnya. Saya kira itu saja Pak. Terima kasih.

Wassalaamu ‘alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

5. Ketua Rapat: Harun Kamil

Wa ‘alaikumus salam warahmatullaahi wabarakaatuh.

Terima Kasih Pak Affandi. Beliau memilih judul dihapus tetapi substansi tetap
ada dengan berbagai pertimbangan tadi. Berikutnya Pak Hatta kami persilakan.

6. Pembicara : Hatta Mustafa (F-PG)

Terima kasih Saudara Ketua.

Pembicaraan kita mengenai Dewan Pertimbangan Agung beberapa waktu yang
lalu sudah hampir lupa kita ya, sudah lama baru muncul lagi. Saudara Ketua, pada
waktu itu kami menyampaikan bahwa Dewan Pertimbangan Agung ini jangan dilihat
dari kepentingan atau karena dia dipimpin oleh seorang yang ambisius misalnya lalu
Dewan Pertimbangan Agung-nya jadi jelek. Karena dulu keanggotaan Dewan
Pertimbangan Agung itu direkrut seolah-olah menempatkan orang-orang yang asal
tidak ada kerjaan lalu ditaruh di situ, ada mantan gubernur, mantan menteri dan
sebagainya.

Tetapi kami melihat bahwa Dewan Pertimbangan Agung ini masih tetap penting
untuk masa yang akan datang sebagai salah satu lembaga tinggi yang mempunyai
fungsi, seharusnya mempunyai fungsi sangat penting bagi negara kita, bagi pemerintah
katakanlah lembaga-lembaga tinggi lainnya, karena itu barangkali kita tetap
mempertahankan judul Dewan Pertimbangan Agung itu.

Kedua, dulu kita mengusulkan fungsi kepenasihatan Presiden itu di apa, dulu kita
menginginkan Presiden dapat membentuk badan penasihat. Tetapi kalau kita melihat
kembali kepada fungsi yang dirumuskan oleh Tim Ahli barangkali fungsi kepenasihatan
dilaksanakan oleh Dewan Pertimbangan Agung yang anggotanya dipilih Dewan
Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah. Artinya, kita melihat bahwa nanti
akan ada Dewan Perwakilan Daerah di mana atas dasar dipilihnya itu atas dasar
integritas pribadi, wawasan kebangsaan, dan ketokohan dalam masyarakat.

Ketokohan dalam masyarakat ini barangkali yang dapat kita lihat perlunya
Dewan Perwakilan Daerah itu ikut serta, karena merekalah yang bisa melihat
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ketokohan masyarakat calon-calon Anggota Dewan Pertimbangan Agung itu dari
seluruh Indonesia. Ini barangkali sangat penting dalam rangka kita juga memelihara
Negara Kesatuan Republik Indonesia ini tercermin daripada tokoh-tokoh yang duduk di
Dewan Pertimbangan Agung tersebut.

Jadi pertama Ketua, kami menyetujui tetap dipertahankannya judul Dewan
Pertimbangan Agung. Soal babnya barangkali apa nanti berubah atau tidak kalau dia
tetap Bab IV ya, berarti tetap Bab IV. Kemudian fungsi, artinya Dewan Pertimbangan
Agung ini kita ambil dari kita punya, tapi juga dimasukkan fungsi kepenasihatan sesuai
dengan usul daripada Tim Ahli lalu dilaksanakan oleh Dewan Pertimbangan Agung
yang anggotanya dipilih oleh DPRD dan Dewan Perwakilan Daerah atas dasar integritas
pribadi, wawasan kebangsaan, ketokohan dalam masyarakat, serta sejarah
pengabdiannya kepada bangsa dan negara. Selanjutnya Ayat (2) kalau kita melihat
fungsi, maka tentunya Ayat (2) Ketua dan Wakil Ketua dipilih dari anggota dewan itu
sendiri dan ditetapkan dan tentunya dengan SK Presiden.

Dewan berkewajiban memberikan pertimbangan kepada Presiden baik diminta
ataupun tidak. Ini artinya lebih jelas, dewan dapat memberikan pertimbangan terhadap
RUU dan diusulkan oleh pemerintah. Tetapi menurut kita barangkali kalau untuk RUU
tidak perlu. Dewan ini berkewajiban memberikan jawaban atas pertanyaan Presiden
dan berhak mengajukan usul kepada Presiden dalam mengatasi masalah kenegaraan.
Ini 16A ini menurut kami sangat penting kemudian Presiden, jadi di-combine Saudara
Ketua antara usul dari kita punya ditambahkan misalnya Ayat (5) Presiden
berkewajiban mempertimbangkan nasihat dari Dewan Pertimbangan Agung tersebut.
Susunan dan kedudukan Dewan Pertimbangan Agung ditetapkan dengan undang-
undang, ini saya kira sama.

Jadi ini Saudara Ketua pendapat kami dari Fraksi Partai Golkar mengenai Dewan
Pertimbangan Agung yang dulu telah kita bicarakan. Memang Partai Golkar juga
melihat dari fungsinya perlunya Dewan Pertimbangan Agung itu masih tetap ada.

Terima kasih.

7. Ketua Rapat: Harun Kamil

Terima kasih Pak Hatta yang telah menyampaikan pendapatnya meng-combine
atau mengkombinasikan apa yang telah diusulkan oleh Badan Pekerja maupun oleh
Tim Ahli. Baik, kami persilakan yang berikutnya, yang ketiga Pak Andy Najmi.

8. Pembicara: Andy Najmi Fuady (F-KB)

Terima kasih Pimpinan.

Bapak-Bapak, Ibu-Ibu Anggota Panitia Ad Hoc I yang kami hormati.

Sebagian dari latar belakang yang ingin saya sampaikan itu sudah disampaikan
atau paling tidak sejalan dengan Pak Hatta, yaitu sejarah dari Dewan Pertimbangan
Agung, di mana pernah kesan orang melihat Dewan Pertimbangan Agung sebagai
sebuah Dewan yang sama sekali tidak berfungsi. Tadi dikesankan oleh Pak Hatta secara
tidak langsung sebagai dewan pensiunan agung.

Beberapa saat kemudian Dewan Pertimbangan Agung tampil beda dengan satu
kekuatan yang luar biasa, sehingga hampir seluruh elemen pemerintahan diberi
nasihat.

Berikutnya apa yang akan saya sampaikan juga didasari berbagai masukan-
masukan dari kalangan masyarakat, baik dari hasil kunjungan Anggota Panitia Ad Hoc |
maupun hearing masyarakat dengan Panitia Ad Hoc 1. Masukan-masukan itu cukup
signifikan yang cukup diambil kesimpulan. Dan kebetulan kesimpulannya memang
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beda dengan Pak Hatta, bahwa menurut kami DPA secara fungsional masih diperlukan
tetapi secara institusional saya kira sudah saatnya DPA yang berdiri sendiri dalam satu
bab Konstitusi kita harus segera diakhiri karena berbagai pertimbangan tadi. Di
samping juga ketidakjelasan fungsi dan kedudukan Dewan Pertimbangan Agung dalam
sistem ketatanegaraan kita juga sebagai Badan Pertimbangan yang bertugas yang
memberikan nasihat kepada Presiden Dewan Pertimbangan Agung itu dirasakan tidak
efektif. Karena saya lihat Presiden tidak terikat oleh usul maupun pertimbangan yang
diajukan oleh DPA.

Ini juga berimplikasi pada terjadinya kesimpangsiuran fungsi dan kedudukan
Dewan Pertimbangan Agung dengan lembaga tinggi negara lainnya. Oleh karena itu
berkaitan dengan judul dan Bab Dewan Pertimbangan Agung kami berpendapat bahwa
ini harus dihilangkan. Namun Dewan Pertimbangan secara fungsi itu masih diperlukan
dan ini bisa dimasukkan dalam Bab Kekuasaan Eksekutif, dalam Bab Kekuasaan
Eksekutif itu bisa masuk dalam pasal berikutnya.

Bahkan kami mengusulkan satu rumusan yang secara persisnya sebagai berikut:
“Presiden dapat membentuk Badan Penasihat yang bertugas memberikan saran dan
pertimbangan sesuai dengan kebutuhan menurut ketentuan yang ditetapkan dengan
undang-undang”.

Kenapa masih harus ditetapkan dengan undang-undang atau masih harus diatur
hukum acaranya? Ini adalah salah satu dari apa yang tadi disampaikan oleh Pak Hatta
bahwa persyaratan-persyaratan keanggotaan DPA yang akan datang anggota penasihat
yang dibutuhkan oleh Presiden yang akan datang itu harus mempresentasikan
berbagai pertimbangan-pertimbangan dan itu akan diatur oleh undang-undang. Jadi
tidak ter-cover dalam Konstitusinya. Saya kira itu saja yang saya ingin sampaikan
Pimpinan. Terima kasih.

9. Ketua Rapat: Harun Kamil

Terima kasih Pak Andi Najmi.

Saya harus menyebut lengkap Andi Najmi Fuadi, karena ada Andi Matalatta yang
sudah lebih dulu ada di sini. Satu Andi Jawa, satu Andi asli kan begitu.

Kami persilakan kepada Pak Patrialis berikutnya.

10. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasi)

Terima kasih Pak Harun.

Assalaamu “alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Mengenai Dewan Pertimbangan Agung ini dari semula memang kami ingin
mempertahankan keberadaan dari Dewan Pertimbangan Agung ini. Jadi judulnya tetap
Dewan Pertimbangan Agung dan Dewan ini tetap merupakan satu lembaga tinggi
negara, sehingga dia tidak berada di bawah Presiden. Meskipun di dalam tugas-
tugasnya nanti juga ada semacam satu keseimbangan antara pertimbangan dengan
pertimbangan-pertimbangan yang diberikan kepada Presiden dengan kewajiban-
kewajiban Presiden di dalam memperhatikan pertimbangan-pertimbangan Dewan ini,
sehingga Dewan ini efektif ke depan bisa berfungsi.

Kenapa? Sesuai dengan hasil rumusan dari Badan Pekerja kita bahwa pola
rekrutmen dari keanggotaan Dewan Pertimbangan Agung ini telah kita rinci dengan
satu kualifikasi yang cukup berbobot. Bahkan kami lihat ini adalah kualifikasi yang
dapat dipertanggungjawabkan keberadaannya bahkan lebih kita berharap hasilnya
akan maksimal seperti yang sudah dikemukakan bahwa sebagai kualifikasi rekrutmen
itu adalah adanya integritas pribadi. Lalu integritas pribadi ini adalah suatu yang
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sebetulnya memang merupakan suatu jati diri keberadaan seseorang yang kita tidak
ragukan lagi. Kemudian wawasan kebangsaan.

Jadi tidak lagi DPA ini merupakan kumpulan para pensiunan akan tetapi justru
merupakan penasihat. Jadi, tidak mungkin kita tempatkan berada pada posisi di bawah
Presiden.

Kecuali itu kita juga mencoba menyimak secara baik apa yang dihasilkan oleh
Tim Ahli, kami pikir beberapa rumusan dari Tim Ahli ini juga bisa kita ambil dan kita
adopt dan dijadikan sebagai satu kesatuan dengan pikiran dengan Tim Ahli antara lain
Pasal 16 Ayat (2} yang dibuat oleh Tim Ahli. Kami setuju di mana Ketua dan Wakil
Ketua Dewan Pertimbangan Agung itu dapat dipilih dari Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat, meskipun sebetulnya tidak ada orang lain yang dipilih selain anggota dewan itu
sendiri. Tapi ini apa namanya biar lebih jelas.

Kemudian demikian juga Pasal 16 Ayat (3), di sini dari Tim Ahli telah
merumuskan bahwa Dewan ini berkewajiban memberikan pertimbangan kepada
Presiden baik diminta ataupun tidak. Sehingga nanti di dalam undang-undang khusus
mengenai Dewan Pertimbangan Agung ini kita berharap mereka bisa memberikan
pertimbangan-pertimbangan kepada Presiden di dalam segala aspek. Jadi Presiden pun
wajib mempertimbangkan apakah nanti ini dilaksanakan atau tidak. Tentu harus ada
pertemuan antara Presiden dengan dewan dalam hal-hal tertentu.

Kemudian juga Pasal 16 Ayat (6) kita jadikan Ayat (7) kami tetap meng-adopt ini,
ini sama juga dengan Pasal 16B yang kita rumuskan di mana susunan dan kedudukan
dewan ini lebih lanjut kita setuju ditetapkan dengan undang-undang termasuk nanti
bagaimana cara kerja apa semacam dari anggota dewan ini. Jadi kami masih
mempertahankan keberadaan lembaga ini dan jangan kita jadikan pengalaman yang
lalu sebagai traumatis, tetapi justru kita harus mengangkat harkat dan martabat
lembaga tinggi negara yang selama ini khusus DPA ini yang selama ini memang agak
tenggelam.

Demikian Pimpinan terima kasih.

Wassalaamu ‘alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

11. Ketua Rapat: Harun Kamil

Wa ‘alaikumus salam warahmatullaahi wabarakaatuh.

Terima kasih Pak Patrialis.

Yang menyatakan tetap mempertahankan Dewan Pertimbangan Agung
sedangkan rumusannya mengkombinasikan apa yang dihasilkan oleh Badan Pekerja
maupun yang dihasilkan oleh Tim Ahli.

Berikutnya Pak Zain Badjeber.

12. Pembicara : Zain Badjeber (F-PPP)

Assalaamu “alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Terima kasih. Tap IX ini sebenarnya masalah ini sudah lama kita perdebatkan,
antara yang meniadakan Dewan Pertimbangan Agung dengan menyerahkan kepada
Presiden untuk membentuk badan penasihat yang dibutuhkannya, katakanlah ada
Komisi Hukum Nasional untuk kepenasihatan dibidang hukum, ada Komisi Penyelidik
Pembuatan Konstitusi di masa yang lalu. Di samping yang masih mempertahankan
perlunya DPA ini. Tentu saja kita juga sudah sama memperdalam bahwa lembaga
seperti ini tidak asing di dunia, baik yang menganut sistem parlementer maupun pada
sistem presidensiil. Misalnya, di Mesir yang kita sempat kunjungi dalam studi banding,
juga mempunyai Majelis Pertimbangan di samping Parlemen.

6 Perubahan UUD 1945



Sekarang dengan adanya usulan Tim Ahli, dari dua alternatif menjadi tiga yang
setelah kita bahas ada yang mengajukan campuran, sehingga menjadi empat alternatif.
Artinya campuran dari yang pernah kita bicarakan maupun dengan usul. Sebenarnya
kalau kita menyimak kembali Pasal 16 Undang-Undang Dasar 1945 di sana tentunya
tidak, bukan tidak disadari apabila disebutkan dewan ini berkewajiban memberi jawab
atas pertanyaan Presiden dan berhak memajukan usul kepada pemerintah. Jadi kepada
Presiden dia ada kewajiban bukan Presiden yang punya kewajiban kepada dia, dia
punya kewajiban kepada Presiden memberi jawaban atas pertanyaan sebaliknya
berhak memajukan usul kepada pemerintah. Mengapa di satu pihak disebut Presiden
dan satu pihak pemerintah? Saya kira itu bukan salah ketik tetapi tentunya ada maksud
tertentu.

Dengan posisi yang ingin kita sarankan pada hari ini, sesungguhnya posisi Dewan
Pertimbangan Agung bagi kami yang masih mengusulkan perlu ada Dewan
Pertimbangan Agung, kalau Pak Asnawi Latief yang kebetulan tidak hadir saya kira
waktu itu yang pada alternatif satu yaitu tidak perlu adanya Dewan Pertimbangan
Agung. Itu Dewan Pertimbangan Agung ini kebutuhan siapa? Kebutuhan Dewan
Perwakilan Rakyat, kebutuhan Presiden atau kebutuhan negara? Kalau kita melihat
pemikiran dari Tim Ahli artinya ia lebih cenderung pada kebutuhan Presiden, di mana
melaksanakan fungsi kepenasihatan walaupun dia disebutkan Dewan Pertimbangan
Agung. Kalau dia lebih dekat kepada Presiden saya kira memang sewajarnya apabila
dia berada di dalam kelompok kekuasaan eksekutif.

Dengan adanya usul dari Tim Ahli untuk menghapus judul sehingga menyatu ke
Bab Kekuasaan Pemerintahan, yang kemudian nanti akan menyatu dengan
kementerian negara kalau kita nanti tiba pada Bab V dan Bab V itu menyatu kembali
kepada kekuasaan Pemerintahan. Saya kira selangkah demi selangkah kita mulai
mengelompokkan di dalam Undang-Undang Dasar ini sebenarnya fungsi-fungsi
daripada institusi-institusi yang ada. Sehingga ada institusi legislatif, eksekutif dan
yudikatif. Sehingga kami cenderung untuk mempertimbangkan usul dari Tim Ahli
mengenai judul ini yaitu menghapus dan menyatukan ke kekuasaan pemerintahan atau
kekuasaan eksekutif, untuk kemudian bahwa Dewan Pertimbangan Agung ini cukup
mendapatkan pertimbangan DPR.

Jadi kalau pada rumusan kita semula dibentuk para anggotanya dipilih oleh DPR
maka terlalu begitu berperannya Dewan Perwakilan Rakyat di dalam menentukan. Jadi
kebutuhan Dewan Perwakilan Rakyat yang begitu menonjol terhadap adanya ini.
Sementara dengan pertimbangan dewan, fungsi pertimbangan lebih ringan daripada
persetujuan yaitu dipilih oleh DPR. Dan di sini kebutuhan Presiden lebih menentukan.
Sehingga dapatlah kita mengerti apabila pada DPA yang sekarang begitu terjadi
pergantian apa namanya Presiden lalu Dewan Pertimbangan Agung itu berganti di
zaman Pak Habibie kalau tidak salah. Hanya di zaman Gus Dur tidak diganti, karena Gus
Dur anggap tentunya cocok-cocok saja. Kalau Presiden-nya yang sekarang merasa perlu
diganti saya kira karena kedekatan Presiden terhadap masalah itu. Jadi fungsi masa
jabatan di sini sesungguhnya lebih mirip kepada fungsi keperluan daripada jabatan
Presiden itu sendiri.

Dengan demikian, kami lebih cenderung untuk menerima rumusan substansi
yang ada pada Pasal 16 dari Tim Ahli, walaupun rumusannya bisa kita ubah dengan
kalimat yang aktif, Dewan Pertimbangan Agung melaksanakan fungsi kepenasihatan
yang anggotanya seterusnya Dewan Pertimbangan Agung melaksanakan fungsi
kepenasihatan. Jadi kepanesehatan dilaksanakan itu kan kalimat pasif, yang anggotanya
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mendapatkan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. Sementara Ayat (2) yang
diusulkan mengenai integritas pribadi wawasan kebangsaan, ketokohan dan
masyarakat.
Usul kami tidak menambah jumlah alternatif yang ditawarkan terima kasih.
Wassalaamu ‘alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

13. Ketua Rapat: Harun Kamil
Wa ‘alaikumus salam warahmatullaahi wabarakaatuh.

14. Pembicara : Katin Subyantoro (F-PDIP)
Interupsi, Pimpinan, interupsi.

15. Ketua Rapat : Harun Kamil
Silakan.

16. Pembicara : Katin Subyantoro (F-PDIP)

Mohon sebelum masuk ke putaran kedua, Fraksi PDIP diberi kesempatan supaya
nanti akhirnya dalam putaran itu kita mendapat kesempatan yang sama. Karena
keterlambatan kami bukan kesalahan fraksi tapi karena alam, kemacetan di jalan
menyebabkan kami terlambat, sehingga kami akan mendapat kesempatan dalam
putaran pertama ini. Terima kasih.

17. Ketua Rapat: Harun Kamil
Bisa disetujui, baik nanti kita daftar berikutnya setelah ini.
Baik berikutnya kepada Pak Zacky.

18. Pembicara : Ahmad Zacky Siradj (F-UG)

Terima kasih Pimpinan, dan Saudara-Saudara di Panitia Ad Hocl.

Saya kira secara substansi fungsi kepenasihatan itu menjadi penting dan sangat
strategis bagi kepentingan dan keperluan Presiden di dalam mempertimbangkan
alternatif-alternatif pemikiran mengenai kenegaraan. Dari sisi ini saya kira fungsi
kepenasihatan menjadi sangat relevan untuk melihat bagaimana negara ini memiliki
persoalan-persoalan yang cukup berat sekaligus dalam batas-batas tertentu Presiden
juga memiliki keterbatasannya. Mempertimbangkan hal itu Fraksi Utusan Golongan
saya kira sesuai dengan pikiran-pikiran di dalam menilai Rancangan Perubahan
Undang-Undang Dasar hasil Badan Pekerja tempo hari, masih berpendapat bahwa
Dewan Pertimbangan Agung ini masih penting. Cuma mungkin soal Bab IV tentang
judulnya apakah itu masih dipertahankan atau tidak tetapi lebih pada substansi
kepenasihatannya.

Tentang susunan ayat-ayatnya, saya kira Fraksi Utusan Golongan
mempertimbangkan tentang Ayat (1) dari Pasal 16 yang diusulkan oleh Tim Ahlj,
karena di situ ada hal yang sangat berbeda antara anggota Dewan Pertimbangan Agung
yang dipilih oleh DPR dengan yang setelah mendapat pertimbangan DPR. Kami lebih
cenderung kepada setelah mendapat pertimbangan DPR daripada yang dipilih oleh
DPR.

Kemudian mengenai usulan dari hasil Badan Pekerja tentang Pasal 16A dan Pasal
16B itu dijadikan Ayat (2) dan Ayat (3) dari Pasal 16, jadi tidak lagi merupakan Pasal
16A dan Pasal 16B. Dengan demikian dari kami Fraksi Utusan Golongan lebih
menyarankan Pasal 16 itu terdiri dari tiga ayat, Ayat (1)-nya diambil dari Tim Ahli.
Kemudian Ayat (2) dan Ayat (3) itu berasal dari Pasal 16A dan Pasal 16B.

Demikian Pimpinan, terima kasih.
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19. Ketua Rapat: Harun Kamil

Terima kasih, Rekan dari Fraksi Utusan Golongan Saudara Zacky yang telah
menyampaikan pendapatnya, komplet dengan ayat-ayatnya.

Dari Fraksi PDI Perjuangan yang mau berbicara, satu, dua, tiga ada lagi. Baik, tiga.
Pak Harjono, Pak Palguna sama Pak Tjipno, kami persilakan.

Mohon maaf Pak, sebelum Fraksi PDI Perjuangan pada Pak Amidhan, saya mohon
maaf. Dari Partai Golkar dulu, silakan.

20. Pembicara: Amidhan (F-PG)

Assalaamu “alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Sebagaimana halnya Rekan saya Pak Hatta, kami tetap menginginkan Lembaga
Dewan Pertimbangan Agung ini dipertahankan. Sebab menurut hemat saya the
founding fathers kita membangun Dewan Pertimbangan Agung ini tidak sekedar
lembaga kepenasihatan kepada Presiden, tetapi lebih dari itu ini merupakan lembaga
tinggi bersama dengan lembaga tinggi lainnya merupakan lembaga tinggi
penyeimbang. Oleh karena itu, menurut hemat saya kalau suatu saat terjadi konflik
misalnya antara Presiden dan pemerintah dengan lembaga lain, Dewan Pertimbangan
Agung akan memberikan nasihat kepada Presiden. Nasihat tersebut walaupun sifatnya
pertimbangan tetapi wajib didengar oleh Presiden dan Dewan Pertimbangan Agung
untuk memberikan pertimbangan kepada Presiden atau pemerintah tidak bersifat
menambah argumentasi Presiden tetapi mungkin saja itu bertentangan dengan
pertimbangan-pertimbangan dari Presiden sendiri, di situ fungsi dari sebagai lembaga
tinggi negara dia harus kuat, jadi posisinya itu harus kuat.

Oleh karena itu, kami mempertimbangkan kalau pada masa lalu Dewan
Pertimbangan Agung ini tidak berfungsi secara baik, tidak pada tempatnya kalau
lembaga ini dihapuskan, tetapi kualitas anggota, peran dan fungsinya yang harus kita
tingkatkan. Dan menurut hemat saya Dewan Pertimbangan Agung di sini adalah
kumpulan orang-orang bijak, begitu. Kata Pak Luthfi the wise man itu. Jadi orang-orang
bijak yang di sini memang pada alternatif dua dari BP MPR itu disebutkan itu tentang
pentingnya integritas pribadi dan wawasan kebangsaan dari Anggota Dewan
Pertimbangan Agung itu.

Oleh karena itu, kualitas dari anggota Dewan Pertimbangan Agung ini sangat
penting dan itu yang pertama dan utama harus kita perhatikan di dalam membangun
Dewan Pertimbangan Agung ini nanti.

Saya pikir kalau Dewan Pertimbangan Agung ini, itu dipilih oleh dan disetujui
oleh Dewan Perwakilan Rakyat itu nanti akan sulit untuk memilih orang-orang bijak
yang dimaksudkan dalam Dewan Pertimbangan Agung itu. Oleh karena itu, saya setuju
dengan Pak Zain Badjeber, itu Dewan Perwakilan Rakyat cukup untuk
mempertimbangkan tentang Keanggotaan Dewan Pertimbangan Agung itu bukan
menyetujui, karena kita tahu Dewan Perwakilan Rakyat kan apa konstruksi Dewan
Perwakilan Rakyat terdiri dari partai-partai politik dan kepentingan-kepentingan
partai politik.

Saya khawatir kalau itu nanti bersifat menyetujui itu tidak akan dapat direkrut
orang-orang yang bijak misalnya yang tidak masuk di dalam golongan atau partai-
partai politik tertentu. Saya kira itu Pak, terima kasih.

Wassalaamu “alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.
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21. Ketua Rapat: Harun Kamil
Wa ‘alaikumus salam warahmatullaahi wabarakaatuh.
Terima kasih Pak Amidhan, berikutnya Pak Harjono.

22, Pembicara : Harjono (F-PDIP)

Terima kasih.

Assalaamu “alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Salam sejahtera untuk kita bersama.

Bapak Pimpinan dan Anggota sekalian. Pada saat kita mempertanyakan kembali
posisi dan kepentingan, apakah Dewan Pertimbangan Agung tetap eksis atau tidak,
tentunya sentral kajian kita tidak bisa lain melihat hubungan antara Dewan
Pertimbangan Agung dan Presiden.

Pada pembahasan yang lalu pada saat kita membahas Presiden, kita punya opsi
sebetulnya Presiden itu melaksanakan pemerintahan negara, memegang kekuasaan
pemerintahan negara. Opsi saya itu menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan
negara, cuma karena menghormati the founding fathers lalu kita sepakat untuk tetap
mempertahankan memegang kekuasaan pemerintahan negara.

Yang ingin saya gambarkan dalam persoalan ini adalah bahwa Presiden itu
sebetulnya tidak hanya melaksanakan saja perintah Undang-Undang Dasar dan
undang-undang, tetapi di tangan Presiden juga ada kewajiban untuk mencapai tujuan
pemberian kekuasaan itu dengan memberi kekuasaan discreationery power padanya.
Jadi tidak hanya sekedar pesuruh untuk mengatakannya Undang-Undang Dasarnya,
undang-undangnya, laksanakan. Tetapi ada misi untuk mencapai undang-undang itu
tujuannya apa sih? Ada satu tujuannya, ada politik hukumnya, oleh karena itu Presiden
juga mempunyai tugas untuk mencapai keadaan goal atau end yang dimaksud dari
undang-undang itu.

Pada pelaksanaan formal melaksanakan itu sebetulnya profesionalisme pegang
peran penting di situ. Dan eksekutif penuh dengan profesionalisme. Tetapi pada soal
pilihan di mana Presiden punya wewenang untuk memilih itu sentuhannya tidak hanya
profesionalisme saja tetapi juga kearifan. Oleh karena itu di dalam menggunakan
discreationery power Presiden ada satu range ada ruang untuk memilih alternatif
diantara pilihan alternatif itu menimbang kearifan-kearifan yang bisa dipilih, di
samping sebagai Kepala Pemerintahan, Presiden juga sebagai Kepala Negara. Di dalam
menjalankan fungsi Kepala Negara pun juga ada ruang atau range, Presiden
melakukannya secara bebas, yang kita sebut sekarang sebagai hak prerogatif, tetapi
hak prerogatif itu jangan kemudian hak prerogatif Presiden memilih menteri itu
sebetulnya attached, bukan hak prerogatif karena memang fungsinya seperti itu. Ia ada
wewenang-wewenang sebagai Kepala Negara.

Oleh karena itu, menurut saya kalau profesional sudah disediakan di dalam
eksekutif lalu mau diangkat Dewan Pertimbangan Agung lagi lalu kita butuh
profesional berapa? Di Dewan Pertimbangan Agung, karena profesi itu semakin hari
semakin berkembang macamnya banyak sekali. Kalau Dewan Pertimbangan Agung
diisi profesi itu tidak ada batasnya jumlah itu.

Oleh karena itu, bayangan saya Presiden memerlukan pertimbangan-
pertimbangan dari orang-orang yang wise tadi, tidak saja wise tetapi juga kita posisikan,
pemerintahan negara ini tidak hanya masalah demokrasi melulu saja. Kalau Dewan
Perwakilan Rakyat itu jalurnya demokrasi suaranya suara rakyat, tetapi tidak
berkelanjutan sebagaimana kesimpulannya Gus Yus bahwa partai itu mesti bodoh,

10 Perubahan UUD 1945



tidak. Tetapi DPR itu adalah jalurnya jalur aspirasi, tapi negara ini tidak cukup hanya
diperintah oleh jalur aspirasi. Buktinya Presiden diberi kewenangan sebagai Kepala
Negara atau sebagai penyelenggara negara.

Oleh karena itu, ruang inilah yang saya kira bisa diisi dengan kehadiran Dewan
Pertimbangan Agung. Sehingga sentuhan Dewan Pertimbangan Agung itu tidak hanya
wise tadi. Sudah ada tapi juga ada art-nya membuat satu negara ini civilize saya kira jadi
persoalan civilize, persoalan art, persoalan wise ini tidak tertampung sekedar proses
demokrasi.

Oleh karena itu, orang barat sebetulnya ini persoalan the grey hair, meskipun
saya juga rambutnya seperti ini tapi ini sudah biar sebagai calon tapi tidak ada maksud
sama sekali tetapi ungkapan barat itulah yang mengatakan bahwa ini urusan the grey
hair.

Oleh karena itu, Bapak sekalian saya setuju eksistensi daripada Dewan
Pertimbangan Agung ini dengan batasan-batasan seperti itu. Taruh kita punya tokoh
olah raga yang sudah mendunia, apa itu tidak ada tempatnya buat kita memberi
apresiasi pada dia, Elton John itu di Inggris diberi gelar Sir. Ada banyak yang seperti itu
yang bisa mencapai prestasi-prestasi tertentu dan itu bermanfaat. Kita dulu juga
terpikirkan bagaimana kalau ada bapak bangsa. Ini juga pada saat kita ke Singapore,
Lee Kuan Yew itu tempatnya di mana sih di struktur ketatanegaraan anda, dia tidak
menjawab tempatnya tetapi dia orang yang punya potensi kita tempatkan dia tidak idle,
tetapi punya potensi. Kalau bicara struktur ketatanegaraannya sebagai menteri senior
barangkali. Menteri senior itu apa, barangkali juga ada persoalan, saya kira mesti ada
ruang untuk menempati itu.

Oleh karena itu persoalannya adalah kalau seperti itu saya kira jauhlah dari
pertimbangan-pertimbangan politik tetapi pertimbangan-pertimbangan wise juga
untuk memilih. Saya terus terang lebih setuju kalau yang menentukan itu ya Presiden
sebagai Kepala Negara. Tetapi ruangnya di situ dia tidak memberi nasihat-nasihat
politik karena nasihat politik itu nanti dia sudah ada mekanismenya dengan DPR. Dia
tidak memberi nasihat-nasihat profesional karena profesional eksekutif bidangnya
banyak profesi itu tetapi segi-segi wise, segi-segi art, segi-segi civilize. Inilah yang bisa
diberikan oleh Dewan Pertimbangan Agung dan tentu saja tidak ada satu keharusan
bagi Presiden untuk harus mempertimbangkan.

Saya kira kalau dia itu sudah orang yang dianggap wise itu tentunya moral
obligation-lah yang memaksanya bukan suatu legal obligation. Saya setuju sekali saya
kira kita nanti secara perumusannya kita bisa melihat pasal-pasal mana yang masih
kita harus pilih. Saya setuju sekali dengan apa yang disampaikan oleh Pak Zain
Badjeber bahwa apa yang ada pada usulan Tim Ahli itu beberapa hal bisa kita hilangkan
tapi tetap yang menentukan adalah Presiden dan ruang geraknya seperti yang saya
sampaikan tadi. Demikian pemikiran kami.

Assalaamu “alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

23. Ketua Rapat: Harun Kamil

Wa ‘alaikumus salam.

Terima kasih Pak Harjono.

Yang secara tegas merumuskan ruang gerak daripada DPA artinya DPA itu oke
kegiatannya bidang politik sama bidang profesionalisme. Kemudian juga usul konkret
adalah supaya yang ngangkat Presiden. Titik saja tidak pakai dari mana-mana.

Kemudian berikutnya Pak Palguna.
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24. Pembicara : I Dewa Gede Palguna (F-PDIP)

Terima kasih Pimpinan.

Saya tertawa-tawa, bukan karena apa, tetapi ini Pak Gus Yus ini berbisik sebelum
saya “berbicara”, kalau saya mengusulkan Elvy Sukaesih, jadi Anggota Dewan
Pertimbangan Agung, katanya. Baik terima kasih Pimpinan. Ada hal yang menarik tadi
yang sayang tidak dilanjutkan oleh Pak Zain ketika beliau menyitir Pasal 16 dari
undang-undang, naskah Undang-Undang Dasar 1945 yang asli Ayat (2) Dewan ini
berkewajiban memberi jawab atas pertanyaan Presiden dan berhak memajukan usul
kepada Pemerintah. Kedua kalimat itu menunjukkan bahwa yang menjadi penekanan
di sini adalah bahwa bobot nasihat maupun yang akan dinasihati oleh yang namanya
Dewan Pertimbangan Agung ini adalah eksekutif, adalah pemerintah.

Oleh karena itu, saya ingin melihat persoalan mengenai Dewan Pertimbangan
Agung ini dari dua sisi sesungguhnya, yaitu yang pertama dari sisi institusional-historis
dan yang kedua dari segi fungsional teoritislah kalau mungkin disebutkan begitu.
Secara institusional itu historis tentu kita tidak tahu persis sesungguhnya dari apa yang
kita, khususnya saya pribadi apa yang kita baca dari catatan-catatan ketika Undang-
Undang Dasar 1945 ini disusun. Apakah hak karena semata-mata Indonesia ini masih
begitu muda, sehingga memerlukan pertimbangan dari sebuah badan yang
berkualifikasi sebagai lembaga tinggi yang menyebabkan kehadiran Dewan
Pertimbangan Agung itu menjadi signifikan pada saat itu? Ataukah justru
pertimbangan-pertimbangan yang di masa yang akan datang dia diharapkan akan
menjadi fungsional dengan kehadiran dari Dewan Pertimbangan Agung itu.

Kembali kepada pertanyaan awal tadi, mengapa Presiden atau pemerintah yang
perlu diberi nasihat? Kalau kita melihat dari segi teori ketatanegaraan kalau bisa
disebut demikian, mengapa pemerintah atau di sini ditekankan Presiden dan kemudian
juga disebut kata pemerintah di dalam Pasal 16 Ayat (2) dari naskah asli Undang-
Undang Dasar 19457 Karena kalau kita berpikir dalam kerangka trias politika,
bukankah memang pemerintahan itu yang melaksanakan pemerintahan sehari-hari
kendatipun sebagaimana Pak Slamet Effendy Yusuf beberapa waktu yang lalu
menyatakan bahwa pengertian pemerintah itu juga bisa diartikan secara luas yang
tidak hanya menyangkut segi-segi eksekutif. Tetapi mengapa pemerintah yang
diberikan, yang dipandang perlu oleh para pendiri Republik ini untuk diberikan
nasihat. Karena dialah yang akan melaksanakan pemerintahan sehari-hari. Sehingga
peluang untuk terjadinya kemungkinan pengambilan keputusan yang sulit yang kalau
misalnya keliru dalam mengambil keputusan itu bisa berbahaya. Nah, itu lebih banyak
peluang itu akan muncul pada sisi eksekutif.

Nah, bertolak dari pemikiran yang demikian, saya berpendapat bahwa secara
fungsional Dewan Pertimbangan Agung ini penting khususnya bagi penyelenggara
pemerintahan negara. Tadi Pak Harjono menyebut memegang ya karena menghormati
ya, bagi penyelenggara pemerintahan negara dalam hal ini eksekutif ya. Oleh karena itu
maka yang menjadi pertanyaan teoritis adalah, kemudian katakanlah misalnya ada
suatu pertimbangan yang diberikan oleh Dewan Pertimbangan Agung ini dan kemudian
dilaksanakan oleh Presiden dan kemudian tentu Presiden yang akan
mempertanggungjawabkan itu. Sedangkan yang memilih anggota DPA itu bukan
Presiden tetapi ada campur tangan pihak lain, dan ternyata setelah dilaksanakan
nasihat itu kemudian keliru, tetapi yang mempertanggungjawabkan di belakang hari
hanya Presiden. Ini menjadi tidak fair kalau kita lihat dari kajian teoritis seperti itu.
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Nah, oleh karena itu dalam pemahaman saya dalam analisis saya, kami rasanya
akan lebih bagus kalau Dewan Pertimbangan Agung ini biarkanlah memang menjadi
bagian dari eksekutif, khususnya dalam hal ini penasihat Presiden, penasihat
pemerintah mungkin disebut demikian.

Dengan demikian maka yang mempunyai kewenangan itu pun adalah
sepenuhnya Presiden untuk mengangkat itu, tentu Presiden akan mengangkat para
penasihat dari orang-orang yang dia percaya, yang dia percaya terutama dia percaya
untuk tidak akan ada kemungkinan bahwa justru nasihatnya akan menjerumuskan,
misalkan katakan seperti itu. Oleh karena itu, maka untuk menutup peluang yang
demikian memang kewenangan ini adalah menjadi kewenangan yang ada pada wilayah
eksekutif, dan dengan demikian terakhir dalam pemahaman saya oleh karena itu
Dewan Pertimbangan Agung ini tidaklah perlu kiranya menjadi sebuah lembaga yang
berdiri sendiri, apalagi sebagai sebuah lembaga tinggi, kalau kita menggunakan
pendekatan fungsional seperti itu. Meskipun demikian dengan cara menempatkan dia
sebagai bagian dari penasihat pemerintah itu juga tidak terlalu katakanlah berkhianat
secara historis kalau kita melakukan pendekatan demikian.

Demikian Pimpinan.

Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami dan saya pada akhir
kesempatan ini belum sampai pada kesimpulan untuk mengusulkan Elvy Sukaesih,
terima kasih.

25. Ketua Rapat: Harun Kamil

Terima kasih Pak Palguna.

Yang dengan berbagai alasan telah menyampaikan posisi kepenasihatan dan
Presiden, sehingga DPA tidak perlu lagi sebagai suatu lembaga, karena Presiden yang
bertanggungjawab atas nasihat yang diberikan oleh lembaga itu atau orang itu ya
Presidenlah yang mesti mengangkat penasehatnya supaya fair begitu ya.

Baik terakhir Pak Sutjipno kami persilakan.

26. Pembicara : Sutjipno (F-PDIP)

Assalaamu “alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Forum yang kami hormati, kalau kemarin resah, saya hari ini juga resah lagi,
setelah mendengarkan banyak apa namanya pemikiran-pemikiran ulang mengenai
Dewan Pertimbangan Agung ini. Saya mempunyai lima hal yang harus
dipertimbangkan.

Satu, pertimbangan dari segi fungsi dan institusi atau struktur. Ini nanti akan kita
lihat dari tata negara dan administrasi negara, satu.

Kedua, akan saya soroti dari history. Historis, mengapa? Karena ini impor dari
negara lain;

Ketiga, saya akan soroti urgensi dari adanya penasihat yang notabene penasihat
agung;

Keempat, saya soroti dari penghargaan kesejarahan terhadap Undang-Undang
Dasar 1945 kaitannya dengan para founding fathers.

Kelima, akan saya soroti daripada natur und kultur bedingungen Indonesia. Itu
jadi ada lima hal, ada lima hal yang akan kami sorotkan. Kami mulai dari yang pertama,
Pak Luthfi tolong jangan diketawakan dan Pak Yusuf jangan diguyoni terus, kalau Pak
Yusuf pakai bahasa Timur Tengah mungkin saya pakai bahasa Amsterdam. Tetapi tidak
apalah karena kita sadari bahwa jangan lupa bahwa yang kita bicarakan sampai hari ini
dari tahun 1945 sampai hari ini itu barang impor semua, jadi jangan dikira ini milik
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kita, tidak, tidak, milik kita itu mungkin dari Sriwijaya, dari Majapahit, dari
Mulawarman dari terserah itu. Kita punya sejarah yang luar biasa, tetapi yang kita
bicarakan the founding fathers sampai hari ini kita bicarakan itu impor begitu Pak.

Jadi sehingga nanti kalau tidak kita lihat impornya ini kita menjadi terperosok
apa dia masih valid atau tidak. Saya mulai dari yang pertama dari segi fungsi dan
struktur atau institusi dilihat dari tata negara. Tata negara ini kalau tidak salah, kalau
katanya, ini katanya Pak, ya, jadi karena impor semua ya, tata negara ini disebut
staatrecht lecht ons de regels katanya, jadi hukum tata negara itu memberi pelajaran
kepada kita tentang aturan-aturan, aturan apa katanya di sini, adalah aturan tentang
waarnaan de staat is ingerich en waarnaan de staat wercht, dua Pak. Jadi satu ke mana
negara akan diarahkan dan kedua ke mana negara bekerja di mana itu, itu dua hal
besar itu di dalam staat recht yang katanya penuh dengan regels, tetapi di samping itu
juga dikatakan kalau sudah bicara staat, staat recht itu ada staat-nya itu ada negaranya
di sini dirumuskan de staat is een organisatie, ternyata staat is een organisatie berarti
nanti kita berkaitan dengan administrasi negara, di sini disebutkan bahwa staat is een
organisatie; pertama is een varm van samen werking, dua arbeidsverdeling en
gesamerlijkdoel.

Jadi jelas sekali di sini bahwa di samping dia memasalahkan tata negara tetapi dia
juga merupakan sesuatu organisasi yang ada samen werking dan ada arbeidsverdeling
dalam mencapai tujuan, itu dari tata negara, kemudian dari administrasi negara,
administrasi negara kita lihat bahwa Presiden dibantu oleh para menteri, saya buka
dulu, barangnya saya buka dulu pelan-pelan, itu di halaman 20 persandingan Bab V
Pak, Presiden dibantu oleh menteri negara itu ayat satu, saya loncat ketiga setiap
menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan, di sini jelas bahwa sistem
administrasi negara kita dalam rangka negara sebagai organisasi dia menganut
directory system bukan general staff system. Mengapa? Karena diperlukan satu bidang
itu atau urusan tertentu dalam pemerintahan, jadi ada penajaman profesionalisme di
masing-masing departemen itu sesuai dengan yang dibutuhkan.

Kedua bukan merupakan general system karena dia tidak menganut satu staf
umum ity, itu sudah jelas, tetapi yang saya persoalkan di sini dari segi administrasi
negara atau public administration, kita tahu bahwa kalau dua-duanya staf Pak. Satunya
staf direktorat namanya, dua staf umum, tetapi dua-duanya staf. Nah, kalau dua-duanya
staf itu adalah komandan minus komando, jadi semua forcasting, planning, organizing,
command dan control dilakukan oleh staf minus keputusan, minus decision, minus
blessing itu. Jadi kalau begitu di dalam staf ini ada bahwa the staf have a duty to advise
the commander. Jadi staf mempunyai kewajiban untuk memberikan apa namanya
nasihat kepada Pimpinan atau komandan tetapi decision-nya akan remain upon the
comander. Jadi ini sudah mutlak ini.

Dengan demikian maka mau ada, mau tidak, dia adalah pembantu daripada
Pimpinan, dilihat dari segi itu, maka Dewan Pertimbangan Agung ini sepenuhnya
dilihat dari fungsinya dia pembantu Pimpinan fungsinya, tapi dilihat dari strukturnya,
lembaga tinggi negara seakan-akan sejajar dengan Kepresidenan dan DPR, nah ini juga
menjadi persoalan.

Oleh karena itu, maka dari segi tata negara dan dari segi administrasi negara
nampak-nampaknya DPA ini lebih banyak fungsinya yang diperlukan tetapi
strukturnya kita harus pikirkan. Apakah harus dalam bentuk lembaga tinggi, apakah
dalam bentuk badan yang akan memberikan nasihat kepada Pimpinan negara, itu satu,
saya minum dulu sebentar, itu baru satu Pak.
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Saya sekarang masuk kedua. Dua, saya lihat dari histori, histori ini dia barang
impor dari luar, barang impor dari luar, dari luar. Saya katakan dulu waktu Indonesia
masih Hindia Belanda kita kenal dengan adanya raad van Indie berarti dia satu
penasihat dari gubernur jenderal di sini, bolak-balik di situ ketemunya penasihat lagi,
kemudian kita lari ke Belanda ada raad van staat sama juga memberi nasihat kepada
raja, kepada perdana menteri. Yang ketika kita lihat Perancis, sayangnya Perancis
sudah berubah dari conseil d’etat menjadi administratieve rechts spraak, sudah tidak
relevan lagi. Tetapi semula ada, semula ada di Perancis, ini barang impor. Jadi dari segi
impor ini tolong kita jangan glundung saja perlu kita pikirkan kembali, itu dua.

Yang ketiga sekarang. Yang ketiga, kita lihat daripada urgensi penasihatan agung,
ini saya ulangi. Ada kata-kata agungnya ini jadi bukan sekedar penasihat, tetapi
penasihat agung, kayak apa rupanya satu urgensi penasihat agung dilihat dari segi
positif nampaknya ada urgensinya nampaknya artinya Republik ini tidak hanya bisa
dilakukan atau dikerjakan melalui rasional saja tetapi juga melalui kultural dari nilai-
nilai yang ada di Republik ini yaitu yang ada di daerah-daerah mungkin, di sana penuh
dengan sistem nilai, penuh dengan masyarakat hukum dan lain-lain. Barangkali ada
baiknya jangan sampai hanya dinilai rasional ekonomi, rasional politik, rasional lain.
Tapi mungkin ada rasional kedaerahan yang bermacam-macam, Bhinneka Tunggal Ika
ini. Jadi urgensi Penasihat Agung ini, menurut saya perlu dipertimbangkan, perlu
dipertimbangkan walupun strukturnya saya tidak sependapat harus dengan lembaga
tinggi negara misalnya, itu tiga.

Saya masuk keempat, empat adalah masalah penghargaan kesejarahan daripada
lahirnya Undang-Undang Dasar 1945 oleh the founding fathers, kalau dilihat sejarah
jelas beliau-beliau punya sejarah juga, saya melihat dari sejarah tapi beliau juga
bersejarah dibelakangnya, artinya latar belakang sejarah beliau waktu menampilkan
lembaga yang namanya Dewan Pertimbangan Agung itu tidak lepas daripada latar
belakang raad van Indie, raad van staat minus Francais conseil d’etat. Jadi berarti selalu
dilatarbelakangi barang impor yang akan diterapkan di Republik ini. Atas dasar itu,
maka saya agak kurang sependapat kalau ini diberi arti sejarah yang hebat karena ini
hanya sekedar latar belakang daripada pengetahuan para founding fathers dalam
menyusun Republik ini.

Saya masuk kelima, ini barangkali yang penting. Kelima ini saya sebut dengan
kaitan natur und kultur bedingungen Indonesia, berarti the founding fathers maupun
kita setelah kita jujur bahwa semua yang kita ngomongkan ini adalah barang-barang
impor maka kalau masuk di Republik ini kita selaraskan dengan realita natur und
kultur yang ada di Republik ini, banyak sekali dimensinya. Kita mempunyai berapa
jenis atau ribu masyarakat adat, kita berapa jenis masyarakat hukum yang dikenal
dengan recht gemenschaf banyak sekali kita.

Jadi banyak sekali nilai-nilai Sabang Merauke ini, realita inilah barangkali yang
perlu kita pertimbangkan untuk menangkap barang-barang rasional yang bagus dari
luar tadi. Untuk kita masukkan di sini, kita jadikan wadah untuk menampung segenap
sistem nilai yang merupakan realita daripada natur und kultur bedingungen Republik
Indonesia yang beraneka ragam dan Bhinneka Tunggal Ika ini. Itulah kira-kira lima hal
sorotan kami mengenai masalah Dewan Pertimbangan Agung ini.

Kesimpulannya urgensinya ada, fungsinya ada tetapi strukturnya kami
cenderung untuk tidak dalam lembaga tinggi negara. Tetapi masuk dalam rumpun
eksekutif dalam bentuk badan-badan penasihat di sinilah berkumpul manusia arif,
manusia pandai, manusia bijak, dan lain-lain, kultur natur tadi masuk di situ itulah yang
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akan membantu Presiden yang akan memberikan advice to the President tetapi
keputusan up to the President. Begitulah Bapak sekalian sorotan singkat kami mengenai
DPA ini, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua.

Sekian terima kasih.

Wassalaamu ‘alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

27. Pembicara: A.M. Luthfi (F-Reformasi)

Saudara Ketua, mohon tadi ada kesalahan, bukan kesalahan alam ini, ini
kesalahan administrasi, saya harus hadir di Komisi I. Kalau mungkin untuk melengkapi
dan justru tesis dan antitesis tadi yang dikemukakan oleh Pak Tjipno apakah saya bisa
menggunakan waktu barang tiga menit saja.

28. Ketua Rapat : Harun Kamil
Kita masukkan keputaran kedua Pak, baru putaran pertama terakhir, ya nanti
putaran kedua anda dilaksanakan pertama kalau begitu.

29. Pembicara : A.M. Luthfi (F-Reformasi)
Bagaimana kalau dianggap interupsi saja.

30. Ketua Rapat: Harun Kamil

Bagaimana, saya kembali kepada, setuju? Pada putaran kedua saja, ini orang pada
daftar soalnya, Pak Luthfi aduh, aduh, kan nomor satu juga ngomong ini, bukan? Kalau
Pak Luthfi dikasih belakang boleh marah, ini nomor satu juga, Pak Sudijarto, ketiga,
keempat, Pak Affandi bicara lagi, ada lagi? Baik jadi sebelum memasuki ke putaran
kedua tadi setelah mendengar uraian panjang dari Pak Tjipno, karena bukan ringkas
ini, ini panjang, paling panjang sehalaman dari Pak Tjipno ini, dari lima aspek yang
diuraikan yang intinya adalah fungsinya dan urgensinya ada, tapi sturukturnya
barangkali yang perlu dipertimbangkan.

Oleh karena itu, dilatih untuk sabar, itu jadi catatan yang kita bisa ambil dari
putaran pertama supaya terarah yakni mengenai DPA itu kita pertanyakan tentang
fungsinya apa? Kemudian yang kedua perlu sebagai suatu lembaga atau tidak,
kemudian DPA itu, orangnya itu siapa, artinya apa saja dan persyaratannya apa saja
kemudian siapa yang mengusulkan. Ada yang mengusulkan dipilih oleh DPR, ada dipilih
oleh Presiden sendiri. Dan kemudian nanti hal-hal yang lain diatur dalam undang-
undang. Jadi tentang institusi ada yang setuju lembaga sendiri ada yang merupakan
bagian dari pemerintahan, baik kami persilakan kepada Pak Luthfi.

31. Pembicara: A.M. Luthfi (F-Reformasi)

Terima kasih.

Assalaamu “alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Saudara Ketua dan hadirin yang terhormat.

Saya ingin mengemukakan dua hal saja. Pertama dari segi kesejarahan. Saya rasa
adanya orang-orang arif di sekitar penguasa atau raja pada waktu itu, itu adalah sangat
Indonesia. Saya yang paling dekat itu sejarah Demak ke belakang. Setiap sultan itu
selalu punya wali, Wali Songo yang bukan dia yang milih tetapi memang mendapat
pengakuan dari masyarakat dan dia mendampingi sultan untuk memberikan second
thought setiap keputusan yang akan diambil oleh para sultan, Sultan Demak, Sultan
Pajang, itu Wali Songo.

Cuma barangkali Wali Songo mungkin dianggap itu pengaruh Islam. Kalau kita
lihat saya suka baca tulisannya Pramudya Ananta Toer tentang Ken Arok. Sebuah
roman sejarah dengan pandangan Pramudya, Ken Arok ini pun punya rakaian-rakaian
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yang memberikan pandangan-pandangan kepada dia. Eksekutif, memberikan second
thought apa yang harus diambil. Jadi ini apa sebelum Hindu Ken Arok ini, Hindu,
Hindupun barangkali impor juga dari India. Kemudian coba kalau kita lihat wayang,
Astina itu selalu ada Sengkuninya dan ada Durnonya, itu memang bagian anggota DPA
yang kacau ini. Tetapi Pendowo itu punya juga Kresno, Abiyoso yang selalu
memberikan pertimbangan kepada pemegang tampuk kekuasaan eksekutif, itu dari
segi kesejarahan.

Jadi kalau dikatakan ini, memang tesisnya Ismail Sunny mengatakan setiap
negara jajahan selalu akan membikin Undang-Undang Dasarnya berkiblat pertama kali
kepada konstitusi dari negara penjajahnya. Berlaku untuk India, berlaku untuk
Indonesia, berlaku untuk setiap negara jajahan. Itu tesis dia dan dibuktikan ini memang
Raad van Indie itu. Tetapi sebetulnya jauh daripada itu kita sudah punya Wali Songo,
sudah punya Rakaian, sudah punya Abiyoso dan Kresno, Semar juga, tetapi bukan Elvy
Sukaesih.

Yang kedua dari segi ajaran. Segi ajaran kita ini, setiap pemimpin itu ada ajaran
yang harus diikuti. Ajaran yang saya kenal itu ajaran Islam mengatakan wasawirhum fil
amri faidza ‘azamta fatawakal alallah, kita harus bermusyawarah setiap mengambil
keputusan. Artinya musyawarah ini dilakukan dengan sesama ini sesama, ya kalau nabi
barangkali dengan para anggota majelis sahabat, kalau Presiden barangkali
mendengarkan pertimbangan dari pembantu-pembantunya. Jadi dia harus
bermusyawarah, harus bermusyawarah itu. Kemudian kalau dia sudah mengambil
keputusan dari musyawarah itu faidza ‘azamta fatawakal alallah. Kalau sudah
mengambil keputusan, maka bertawakallah kepada Allah. Di sini setiap pemimpin yang
punya ajaran semacam ini sebelum dia mengambil keputusan dia masih konsultasi
kepada Tuhan biasanya, namanya istikharah.

Ini menurut pertimbangan profesional inilah yang terbaik, begini. Tapi setelah
mengambil keputusan dia harus berhenti dulu. Lembaga yang ada bagi setiap
pemimpin itu namanya istikharah, istikharah itu sembahyang malam untuk minta
petunjuk agar dari pilihan-pilihan ini, inilah yang terbaik. Nah, ini kadang-kadang pada
akhirnya pemimpin yang bertanggungjawab itu. Dia memang harus
mempertanggungjawabkan setiap langkahnya kepada Tuhan ujungnya. Jadi adanya
lembaga yang memberikan second thought orang-orang yang berpengalaman seperti
Lee Kuan Yew di Singapura atau Abiyoso atau Kresna di Pendawa atau para Wali Songo
itu menurut saya dibutuhkan. Di samping dia punya.., tapi perkara dibutuhkan saya
kira semuanya kita sependapat para penguasa itu perlu juga pandangan dari para
penasihat, letaknya di mana? Nah itu, letaknya di mana, sekarang ini, perkara letak ini
memang, saya cenderung untuk orang itu harus diakui oleh rakyatnya itu.

Jadi umpamanya kalau Wali Songo itu karena dia ada pemimpin spiritual dari
Gresik, dari Bonang, dari mana itu, dia memang orang bijaksana. Jadi memang harus
diakui oleh masyarakat. Cirebon juga ada. Jadi orang-orang ini, ada sembilan katanya,
entah sembilan, entah sebelas itu wallahua’lam tapi ini merupakan dewan penasihat
sultan yang mengambil langkah-langkah eksekutif. Saya kira Sultan Raden Patah itu kan
diriwayatkan adalah keturunan daripada Brawijaya, jadi dia pembawa kewenangan
legitimasi terusan Majapahit, itu konsep Jawa kan begitu. Tetapi dia tetap didampingi
oleh para wali ini yang memberikan pertimbangan-pertimbangan, yang mengambil
keputusan dia. Nah, jadi dia ini perlu bermusyawarah, adanya DPA ini menurut saya
sudah inheren dengan cara bangsa Indonesia memerintah. Sekurang-kurangnya abad
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15 kemari itu kita kenal, saya tidak tahu, di Jawa itu saya kira ada Wali Songo itu, tidak
tahu di Gorontalo bagaimana, kata Pak Zain ada juga .

Saya kira, jadi ini menurut saya, DPA ini memang diperlukan, lembaganya kalau
bisa yang memilih rakyat, kalau yang memilih rakyat artinya memang DPR. Jadi saya
lebih cenderung pada DPR, kalau yang milihnya ini Presiden-nya saya khawatir
dapatnya Sengkuni sama, itu.

Itu saja, terima kasih.

Wassalaamu ‘alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

32. Ketua Rapat: Harun Kamil

Wa ‘alaikumus salam.

Terima kasih kepada Pak Luthfi.

Dia takut sama Sengkuni ini, yang prinsipnya bahwa fungsi penasihatan itu dari
zaman dulu itu sudah ada, baik berikutnya Pak Soedijarto.

33. Pembicara: Soedijarto (F-UG)

Terima kasih.

Assalaamu “alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Saudara Ketua dan hadirin yang saya hormati.

Saya agak gelo dengan Pak Tjipno, gelo-nya kan ya karena kecewa the founding
fathers dianggap karya impor, sedang menurut saya, sampai the founding fathers tidak
menyebut pakai bahasa Belanda saja menunjukkan bahwa beliau tidak mau dianggap
tiru Belanda. Karena namanya council of state tidak pakai bahasa Belanda tetapi pakai
bahasa Inggris gitu ya. Jadi the founding father is search deeply ingin menggunakan
konsep-konsep pemikiran mereka yang pendidikannya barat untuk meng-create
Undang-Undang Dasar untuk Indonesia, jadi tolong kalau bisa di-strip kata impor itu.

Yang kedua, saya sependapat dengan Pak Luthfi. Kebetulan karena memang saya
kira the founding fathers kenal betul Mahabarata di mana ada tadi Wali Songo dan
sebagainya, tetapi kita tahu kalau nasihat dalang datang dari bawahan dan dari sejajar
namanya bukan nasihat, namanya saran mengapa tidak menggunakan dewan saran,
mengapa dewan penasihat? Siapa yang bernasihat, nasihat perkawinan kan itu kan
seorang yang dituakan. Semua nasihat datang dari orang yang ada kedudukannya,
bukan dari orang yang anak buahnya itu, kalau anak buah tidak bisa memberikan
nasihat, itu kualat itu. Artinya tolong baca penjelasannya mengapa ini di sebut badan
penasihat belaka, jadi penasihat tapi walaupun belaka.

Kemudian adanya dewan ini merupakan kebutuhan negara bukan kebutuhan
seorang Presiden saja. Sebenarnya Presiden ditanya pernahkah Presiden tanya kepada
Dewan Pertimbangan Agung, kalau dia tidak pernah tanya berarti dia inkonstitusional
yang tidak baik, kalau sudah diberi lembaga oleh sistem kenegaraan tempat dia
bertanya pada saat stafnya tidak bisa menjawab dengan baik, DPR juga tidak tanya,
maka dia harus bertanya kepada orang yang patut ditanya. Jadi kalau Sidang Tahunan
patut ditanya Presiden pernahkah tanya masalah ini kepada DPA? Kalau tidak pernah
berarti menganggap tidak ada dewan itu, mengapa itu perlu ada? Karena ada orang-
orang yang statusnya mempunyai meta politik dan meta profesional yaitu satu
pemikiran di atas level politik.

Orang seperti Nurcholis Madjid yang menasihati Pak Habibie, menasihati Gus Dur
ternyata kalau nasihat itu dituruti baik semua itu. Kan Gus Dur, tolong ingat Nixon
begitu kan, kemudian Pak Habibie dibilang, Pak Habibie akan menjadi pahlawan bangsa
kalau tidak menjadi Wakil Presiden. Ada alasannya orang seperti ini patut memberi
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nasihat tetapi bukan bawahannya Presiden. Jadi the founding fathers ingin ada dewan
tempatnya orang-orang seperti itu yang ditawari jadi menteri pun tidak mau. Bukan
kesenangan kalau ditawari itu, atau Hoegeng yang didatangi Pak Presiden
Abdurrahman Wahid tetap mendukung Bimantoro. Orang seperti itu yang tidak ada
pamrih, orang seperti itu diperlukan untuk memberikan advice, supreme advice apalagi
negara krisis seperti ini .

Banyak hal-hal yang sebenarnya perlu tanya kepada DPA yang seperti itu
kualitasnya, bukan DPA yang kualitasnya tidak seperti itu, yang ada pamrih supaya
nanti Kawan saya Tjipto jadi menteri, terus nasihatnya hanya mengusulkan orang jadi
menteri itu bukan Dewan Pertimbangan Agung yang dimaksud.

Jadi kami tetap menganggap Dewan Pertimbangan Agung tetap lembaga tinggi
negara supaya statusnya patut ditanya, dan harus ditanya. Jadi misalnya tanya perlukah
saya ke Amerika Serikat kepada Dewan Pertimbangan Agung kalau yang lain memang
perlu karena ingin ikut. Jadi hal-hal seperti itu jadi harus ada orang yang tidak ada
maksud apa-apa. Jadi DPA seperti ini, saya kira masih diperlukan the founding fathers
deeply thingking about that sebenarnya itu.

Yang kedua, bahwa anggotanya itu jangan sendiri saja, tetapi ada intervensi DPR
saya kira itu perlu untuk menghindari hanya orang-orangnya saja yang nanti kalau
memberikan saran pun takut rikuh. Orang Indonesia kan rikuhan tetapi orang yang kita
pandang berani berdebat dengan Presiden.

Jadi anggota DPA harus berani berdebat dengan Presiden, bukan nantinya dia
tersinggung. Kalau dia takut memberikan saran, takut nantinya Presiden-nya
tersinggung, itu apkir jadi anggota DPA. Untuk itu maka kedudukan Dewan
Pertimbangan Agung, karena itu kami setuju dengan Panitia Ad Hoc | digabung dengan
Tim Ahli, tentang ada pertimbangan DPR dan ada istilah yang saya tertarik dengan Pak
Zain Badjeber, itu termasuk mengajukan usul kepada pemerintah. Itu tetap saya kira
untuk mempunyai kemerdekaan bagi DPA, untuk berbicara tentang pemerintahan tapi
metapolitics. Metapolitics itu tidak terlibat kepentingan-kepentingan politik sesaat
tetapi kepentingan politiknya itu kenegarawanan itu .

Jadi Fraksi Utusan Golongan masih tetap ingin DPA sebagai lembaga tinggi negara
supaya status kepenasihatannya bukan saran itu tetap. Saya kira Pak Palguna sebagai
orang Bali tahu itu, saya kira cukup sekian terima kasih.

Wassalaamu “alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

34. Ketua Rapat: Harun Kamil
Terima kasih Pak Soedijarto, pembicara berikutnya Bapak Seto.

35. Pembicara : Gregorius Seto Harianto (F-PDKB)

Terima kasih Saudara Pimpinan.

Saudara-Saudara sekalian. Tadinya saya mau ikut interupsi juga alasannya masuk
diputaran pertama juga, tetapi bukan alasan alam tetapi alasan kodrat Ilahi, karena
saya tidak bisa membagi dua badan saya. Tetapi ini gurau saja.

Begini, soal Dewan Pertimbangan Agung saya berpendapat bahwa pertama kalau
kita melihat latar belakang penetapan Dewan Pertimbangan Agung di dalam UUD 1945,
maka sebetulnya kita melihat kondisi pada waktu itu, di mana negara dibentuk oleh elit
politik yang terbatas, sehingga diperlukan upaya-upaya untuk menjaring tokoh-tokoh
yang meliputi berbagai unsur dan berbagai kelompok masyarakat supaya negara yang
sedang dibangun itu yang baru saja diproklamasikan itu benar-benar menjadi satu
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negara yang didukung oleh seluruh lapisan masyarakat dan segenap kelompok-
kelompok masyarakat Indonesia.

Sehingga menurut hemat saya kalau kita kemudian bandingkan dengan kondisi
sekarang, di mana komunikasi sudah sedemikian rupa, orang pandai begitu banyak,
informasi dan nasihat bisa diberikan lewat media masa dan sebagainya, maka
sebetulnya fungsi kepenasihatan itu harus kita lihat dalam pengertian lain. Apalagi
yang kedua misalnya kemudian juga alasan yang kita ingin gunakan di dalam kerangka
mempertahankan eksistensi DPA ini adalah perlunya menampung wise man, orang-
orang bijak. Betapa banyak kita punya orang bijak, kalau persoalan pakar apa-apa
dibikin sukar. Karena saya tidak setuju kalau orang yang baik itu adalah orang yang
berani melawan Presiden. Itu kan belum apa-apa kita sudah beranggapan bahwa
Presiden itu pasti salah. Kenapa yang setuju dengan Presiden dianggap salah, bahwa
kemudian kebijakannya salah, itu kan persoalan politik lain.

Jadi menurut saya pakar, wise man, itu kan pembantu Presiden di dalam
melaksanakan atau menyelenggarakan pemerintahan negara. Presiden dibantu oleh
menteri-menteri yang bukan pembantu yang biasa. Para menteri memiliki staf-staf ahli
dibidangnya yang pakar-pakar juga. Jadi sebetulnya nasihat-nasihat yang menyangkut
profesi kegiatan dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun pembangunan itu
cukup banyak penasihat-penasihat. Tetapi lalu yakni soal penghargaan, memberikan
penghargaan misalnya, kita punya berbagai bintang yang bisa diberikan untuk
memberikan penghargaan. Dari mulai Maha Putra dan macam-macam begitu. Tetapi
persoalan kita kan lalu ada kebutuhan negara atau kebutuhan Presiden lalu kita bicara
soal sistem.

Kalau betul ada kebutuhan negara dan kebutuhan Presiden untuk selalu
mendengarkan nasihat tadi dikatakan musyawarah, dulu juga ada, tetapi persoalannya
saya sepakat persoalan struktur. Apakah memang perlu ada semacam lembaga yang
dianggap sebagai sejajar dengan lembaga negara lainnya seperti DPA. Apalagi kalau itu
kemudian tadi dikatakan dia harus bersifat istilahnya Pak Prof. Soedijarto metapolitics,
benarkah ada? Apalagi ketika dia diusulkan oleh DPR mau tidak mau dia punya hak,
punya aspirasi politik siapa sih orang yang tidak punya aspirasi politik? Sehingga dalam
kondisi tertentu pasti dia punya usulan yang bisa berbeda dan ketika tidak diterima
lalu dianggap salah Presiden-nya, kan tidak benar. Jadi akhirnya Presiden dikontrol
tidak hanya oleh DPR tetapi juga oleh DPA. Kalau Presiden tidak setuju dengan DPA lalu
dianggap salah itu menjadi bahan untuk hujatan politik, jadi bagaimana?

Jadi menurut saya, bahaya bahwa DPA itu juga bisa digunakan sebagai alat
politik, itu selalu ada karena setiap warga negara dia ikut dalam pemilu dan pada
waktu pemilu dia pasti punya pilihan. Apakah dia milih Kebangkitan Bangsa, PDI
Perjuangan atau Golkar atau PBB atau PPP atau apapun atau PDKB. Jadi siapa yang bisa
menyatakan bahwa di dalam memberikan nasihat dia lalu steril terhadap kepentingan
politik, saya kira tidak.

Nah, karena itu menurut saya, kalau memang ada kebutuhan serahkan saja
kepada Presiden dan menurut saya kalau Presiden mengangkat penasihat pasti dia
akan mengangkat orang yang dia hargai untuk menasihati dia. Tidak mungkin dia
mengangkat anak buahnya menjadi penasihat. Dia akan mengangkat mestinya orang-
orang yang dia hargai yang dia anggap memiliki wisdom untuk menjadi penasihat, dan
karena itu menurut saya tidak perlu membentuk DPA tetap serahkan saja kepada
Presiden untuk mengangkatnya dan itu bisa diatur secara umum saja di dalam Undang-
Undang Dasar ini. Terima kasih.
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36. Ketua Rapat: Harun Kamil
Terima kasih Pak Seto, dan yang terakhir putaran kedua Pak Affandi. Kami
persilakan.

37. Pembicara : Affandi (F-TNI/Polri)

Assalaamu “alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Salam sejahtera bagi kita semua, selamat siang. Bapak Pimpinan, Bapak-Bapak
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